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KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan ke hadlirat Allah SWT yang telah memberikan
kekuatan dan petunjukNya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP)
Inspektorat Tahun 2020 telah dapat disusun sesuai rencana guna memenuhi kewajiban
pertanggungjawaban setelah pelaksanaan Program/Kegiatan APBD Tahun 2020
sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pmerintah dan Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyajikan hasil pengukuran
kinerja tahun 2020 serta evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerjanya, sehingga dokumen
ini dapat memberikan informasi keberhasilan/kegagalan Inspektorat serta dapat diketahui
apakah Program/Kegiatan yang dilaksanakan telah mencapai indikator dan target kinerja
serta mengarah pada terwujudnya visi dan misi Inspektorat.

Disamping itu Dokumen LkjIP juga menyajikan dokumen perencanaan dan kinerja
seperti RENSTRA, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Kegiatan
dan Anggaran serta Perjanjian Kinerja, sehingga dokumen LkjIP juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi konsistensi penerapan rencana strategis yang telah ditetapkan, melalui tugas
pokok dan fungsi di masing-masing Bidang sekaligus dapat memberikan gambaran
penerapan prinsip-prinsip Good Govermance, yakni terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Besar harapan kami tentunya penyusunan LkjlP Inspektorat Tahun 2020 ini,
didasarkan pada pengukuran kinerja yang realistis dan obyektif sehingga hasilnya dapat
dijadikan sebagai bahan untuk menentukan langkah dan kebijakan Inspektorat di tahun
mendatang serta dapat mendorong peningkatan kinerja para penyelenggara pemerintahan
daerah.

Demikian, semoga dokumen LkjIP Inspektorat Tahun 2020 ini dapat memberikan
manfaat sebesar-besamya kepada kita semua. Amin.

Kediri,

Pit. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

— =

NONO SOEKARDI,SH.MM
Pembina Tingkat |
NIP. 19680905 199302 1 001




IKHTISAR EKSKUTIF

Dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta berorientasi
hasil, maka periu adanya Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Sedangkan untuk
mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja tersebut periu adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah. Dengan telah selesainya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020,
sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas,
semua instansi termasuk Inspekiorat wajib menyusun LkjlP sebagai bentuk
pertanggungjawaban atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja [nspekforat Kabupaten
Kediri, [nspekiorat Kabupaten Kediri dipimpin oleh seorang Inspektur, dan terdiri dari 1
Sekretaris, 4 Inspektur Pembantu, 3 Kepala Sub Bagian, 18 Jabatan Fungsional Auditor, 1
Jabatan Fungsional P2UPD dan 12 Jabatan Fungsional Umum, untuk jabatan sekretaris
dan 1 Inspektur Pembantu kosong, sehingga jumlah pegawai secara keseluruhan 38 PNS
dan tambahan tenaga kontrak 4.

Inspektorat mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi
pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daaerah dan Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah. Visi Inspektorat adalah mewujudkan visi Bupati yakni
‘Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi masyarakat Kabupaten Kediib yang Religius,
Cerdas, Sehat, Sejahtera, Krealif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh Aparatur
Pemerintah yang Profesional,” dengan misi kesebelas yaitu * Mewujudkan aparatur
pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi.”

Untuk mewujudkan misi tersebut pada tahun 2020 Inspektorat Kabupaten Kediri
melaksanakan 7 Program dan 12 Kegiatan dengan anggaran sebesar Rp8.196.776.222,00
Seluruh program/kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Perjanjian Kinerja
Tahun 2020 untuk mencapat satu sasaran strategis dengan 5 indikator sasaran.

Secara keseluruhan capaian kinerja 74,32 % dengan level kapabilitas APIP pada
level 3, disamping itu pada tahun anggaran 2020 ditetapkan dan dilaksanakan penambahan
1 (satu) kegiatan/program nasional yakni Kegiatan Satuan Tugas Bersama Pungutan Liar.

Guna meningkatkan capaian kinerja Inspektorat telah mengupayakan peningkatan
dengan koordinasi kepada perangkat daerah, desa dan sekolah yaitu melalui kegiatan
Sosialisasi Reformasi Birokrasi, Sosialisasi Grafifikasi, Sosialisasi SABER PUNGLI,
Pencanangan Zona Integritas, Sosialisasi Pelayanan Publik dan mengadakan pembinaan
teriebih dahulu kepada semua desa dan Sekolah Dasar sebelum dilaksanakan pemeriksaan
secara sampling. Setelah pemeriksaan diadakan pemutakhiran data tindak lanjut terhadap
SKPD maupun Desa dan Sekolah .
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Sedangkan untuk intem aparatur di Inspektorat yakni meningkatkan kualitas sumber
daya aparatur dengan berbagai bimtek, workshop dan dikiat penjenjangan auditor dan
memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan
program/kegiatan, memberdayakan sumber daya yang ada di Inspekiorat secara
menyeluruh, efektif dan efisien.
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Balyll
PENDAHULUAN]

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata
Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka perlu
penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Tahun
2020 yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan
pemerintahan yang lebih transparan, berdaya guna, berhasil guna dan dapat
dipertanggungjawabkan serta berorientasi kepada hasil. Laporan ini harus
dibuat oleh semua Instansi/Perangkat Daerah setelah selesai pelaksanaan
tahun anggaran yang berisikan pertanggungjawaban suatu Instansi dalam
mencapai tujuan dan sasaran strategis Instansi tersebut. Dengan
berdasarkan visi Pembangunan Kabupaten Kediri yakni Terwujudnya
Ketahanan Pangan bagi Masyarakat Kabupaten Kediri yang Religius,
Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif dan berkeadilan, yang didukung oleh
Aparatur Pemerintah yang Profesional merupakan Visi dari Bupati Kediri
yang terpilih pada periode Tahun 2016 — 2021. Dari Visi tersebut diharapkan
akan tercipta Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, profesional dan
bertanggungjawab serta efisien, efektif dan mampu memberikan pelayanan
yang prima kepada seluruh masyarakat.

Tujuan penyusunan LkjIP adalah menyajikan pertanggungjawaban
kinerja instansi pemerintah ( Inspektorat ) dalam mencapai sasaran
strategisnya sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan
Perjanjian Kinerja Instansi diawal tahun anggaran. Dokumen LkjlP ini dapat
digunakan sebagai :

1. Sumber informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja Inspektorat dengan pembanding hasil pengukuran kinerja dan
penetapan kinerja;

2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat akuntabilitas kinerja
Inspektorat; dan

3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja
Inspektorat

e ——
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1.1.2 Landasan Hukum '
Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2020 adalah :

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 31 Tahun 1899 tentang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi;

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi
Pubiik;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan;

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

10. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah;

14, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;
s
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17.

18.
19.

20.

21.

22,

23.

24,

25,

26.

21.

28,

28.

30.

3.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intem Pemerintah;

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2012 fentang Strategi Nasional
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-
2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pedoman
Pemeriksaan Dalam Rangka berakhimya Masa Jabatan Kepala Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman
Penanganan Pengaduan Masyarakat Di Lingkungan Departemen Dalam
Negeri dan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Reviu atas
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat
Pengawasan Intemn Pemerintah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 tahun 2010 tentang Roadmap Reformasi Birokrasi
2010-2014;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 fenfang
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pembangunan
Zona Intergritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi;
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32.

3.

34.

35.

36.

37.

!

E
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah; |
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 fentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten
Kediri Tahun 2005 - 2025;
Peraturan Daerah Kabupaten Kedii Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten
Kediri Tahun 2016- 2021;
Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri ;
Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Inspektorat Kabupaten Kediri,

1.1.3. Maksud Dan Tujuan

1.1.3.1 Maksud
Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah untuk menyampaikan penjabaran
laporan kinerja tahunan yang berisikan pertanggungjawaban suatu instansi
dalam mewujudkan dan melaksanakan tujuan, sasaran dan program
kegiatan Inspektorat Kabupaten Kediri dalam jangka waktu satu tahun.

1.1.3.2 Tujuan
Tujuan penyusunan LKjlP adalah menyajikan pertanggungjawaban kinerja
instansi pemerintah ( Inspektorat ) dalam mencapai sasaran strategisnya
sebagaimana yang telah ditetapkan pada Rencana Kerja dan Perjanjian
Kinerja Instansi diawal tahun anggaran. Dokumen LKjIP ini dapat digunakan
sebagai : '

1.

Sumber informasi unfuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian
kinerja Inspektorat dengan pembanding hasil pengukuran kinera dan
penetapan kinerja;

“
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2. Bahan evaluasi untuk mengetahui tingkat  akuntabilitas kinerja
Inspektorat; dan '
3. Bahan evaluasi untuk penyusunan rencana kegiatan dan kinerja
Inspektorat yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang
terukur secara berkelanjutan.

1.2. GAMBARAN /DATA UMUM ORGANISASI INSPEKTORAT
1.21. Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Inspektorat
1.2.1.1.Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat
Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

Pasal 33 Ayat 4 tentang Perangkat Daerah, Inspektorat Daerah

Kabupaten/Kota sebagai perangkat daerah mempunyai tugas membantu

Bupati membina dan mengawasai peiaksanaan urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten

Kediri. inspektorat Kabupaten Kediri mempunyai tugas membantu Bupati

membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Disamping itu, Inspekforat juga melaksanakan tugas-tugas lainnya yaitu:

Audit/pemeriksaan, Reviu, Evaluasi, Pemantauan dan Pengawasan lain.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektorat

Kabupaten Kediri menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi

pengawasan;

2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui
audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
penyusunan laporan hasil pengawasan;
pelaksanaan administrasi Inspektorat;
penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada
Bupati; dan
7. pelaksanaan fugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan

peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat juga
menjalankan fungsi yaitu:
1. penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran;
2. pelaksanaan Pembinaan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah;

=T
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3. pelaksanaan program strategis nasional di daerah; )

4. berakhimya masa jabatan kepala daerah unfuk mengevaluasi capaian
rencana pembangunan jangka menengah dagrah;dan

5. pengawasan dalam rangka tujuan tertentu sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

1.2.1.2 Strukturdan Bagan Organisasi
A. Struktur Organisasi

Pembentukan struktur organisasi tnspektorat Kabupaten Kediri

berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi sertaTata
Kerja Inspektorat terdiri dari :

1.
2.

Inspektur,

Sekretariat, membawahi ;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Keuangan;

¢. Sub Bagian Penyusunan Program.

Inspektur Pembantu |, membawahi :

a. Jabatan Fungsional Auditor;

b. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Di Daerah (P2UPD) atau Pengawas Pemerintahan.

Inspektur Pembantu 1I, membawahi :

a. Jabatan Fungsional Auditor;

b. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Di Daerah (P2UPD) atau Pengawas Pemerintahan.

Inspektur Pembantu 1ll, membawahi :

a. Jabatan Fungsional Auditor;

b. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Di Daerah (P2UPD) atau Pengawas Pemerintahan.

Inspektur Pembantu 1V, membawahi :

a. Jabatan Fungsional Auditor;

b. Jabatan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Di Daerah {P2tJPD) atau Pengawas Pemerintahan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Dalam perkembangannya strukfur dan bagan organisasi Inspektorat
berdasarkan pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun

2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat
e
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Provinsi dan Kabupaten/Kota, mengatur antara lain bahwa apabila

jabatan fungsional pengawas pemerintah telah ditetapkan sesuai

peraturan perundang-undangan, maka jabatan strukiural dibawah

Inspektur Pembantu dihapus.

B. Tugas Jabatan Struktural dan Fungsional
Berdasarkan Peraturan Bupati Kediri Nomor 39 Tahun 2016 tanggal

15 Oktober 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas

dan Fungsi serta Tata Kerja Inspekforat Kabupaten Kediri, bahwa fugas

struktural Inspekforat:

1. Inspektur
Berdasarkan pasal 2, tugas Inspekiur adalah membantu Bupati
membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat
Daerah.

2. Sekretaris
Berdasarkan pasal 5, tugas Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kediri
mempunyai tugas membantu Inspektur lam menyusun kebijakan,
mengkoordinasikan bidang-bidang, membina, melaksanakan dan
mengendalikan administrasi umum, keuangan, sarana prasarana,
ketenagaan, kerumahtanggaan dan kelembagaan.

3. Inspektur Pembantu |, I, I, dan IV
Berdasarkan pasal 7 Inspektur Pembantu Inspektorat Kabupaten
Kediri mempunyai tugas melaksanakan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, Tugas
Pembantuan oleh Perangkat Daerah dan kasus pengaduan.

4. Jabatan Fungsional Auditor (JFA) mempunyai tugas melakukan
melaksanakan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan
teknis, pengendalian, dan evaluasi pengawasan.Auditor berwenang
untuk:

i. memperoleh keterangan dan/atau dokumen yang waijib diberikan
oleh unit yang diawasi dan pihak yang terkait;

ii. melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang
milik Negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata
usaha keuangan negara, seria pemeriksaan terhadap perhitungan-
perhitungan,  surat-surat,  bukti-bukti,  rekening  koran,
pertanggungjawaban dan daftar lainnya yang terkait dengan
penugasan;
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iii. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi yang diperiukan
dalam penugasan pengawasan;

iv. memeriksa secara fisik setiap aset yang berada dalam pengurusan
pejabat instansi yang diawasi, dan;

v. menggunakan tenaga ahli di luar tenaga Auditor, jika dipertukan.

5. Jabatan  Fungsional Pengawas Penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan di Daerah (P2UPD) atau Pengawas Pemerintahan
mempunyai tugas melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan
teknis urusan pemerintahan di daerah di luar pengawasan keuangan,
yang meliputi pengawasan atas pembinaan pelaksanaan urusan
pemerintahan, pengawasan atas peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah, pengawasan atas dekonsenfrasi dan tugas
pembantuan, pengawasan untuk tujuan tertentu dan melaksanakan
evaluasi penyelenggaraan teknis pemerintahan di daerah,

6. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang Jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

C. Fungsi Pejabat Struktural dan Fungsional
1. Inspektur

Inspektur memimpin pelaksanaan fungsi Inspektorat, yaitu:

a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi
pengawasan;

b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviy, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan fertentu atas penugasan
Bupai;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan;

e. pelaksanaan administrasi Inspektorat;

f. penyusunan dan perumusan !aporan kinerja secara periodik
kepada Bupati; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.

2. Sekretaris
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Sekretaris

menyelenggarakan fungsi:
“
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j.
k.

1
Penyusunan rancangan kebijakan Inspektdrat;
Pelaksanaan koordinasi dan pengendaliah rencana dan program
kerja pengawasan;
Pengoordinasian pelaksanaan tugas bidang-bidang;
Penyusunan program dan pelaporan pengelolaan sistem informasi,
pemantauan dan evaluasi kegiatan dinas;
Pelaksanaan pembinaan, pengelolaan dan  pengendalian
administrasi umum, keuangan, sarana prasarana, ketenagaan,
kerumahtanggaan, dan kelembagaan;
Pengoordinasian Penyusunan rancangan peraturan perundang-
undangan bidang Inspektorat;
Pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan,
hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
Pelaksanaan analisis jabatan dan beban kerja;
Pengoordinasian penyusunan Standar Operasi Prosedur (SOP)
kegiatan Inspektorat;
Penyusunan profil Inspektorat;
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kebijakan Inspektorat,

3. Inspektur Pembantu I, I, i, dan IV
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Inspektur
Pembantu menyelenggarakan fungsi:

a.
b.
C.

Perumusan program pengawasan di wilayah/obyek pemeriksaan;
Pengkoordinasi pelaksanaan pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintahan daerah;

. Pelaksanaan pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

tugas pengawasan;

Pelaksanaan pengawasan intemnal terhadap kinerja dan keuangan
melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan
pengawasan lainnya;

Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan
bupati;

Penyusunan laporan hasil pengawasan;

Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pengawasan.

m

LKjIPInspektorat 2020



D. Sumber Daya Inspektorat

Susunan Kepegawaian
Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat

Kabupaten Kediri didukung oleh sumber daya aparatur yang secara umum
masih dihadapkan pada permasalahan keterbatasan baik dari sisi kuantitas
maupun kualitasnya sebagaimana data yang tertuang dalam tabel berikut:

TABEL 2.1

Jumlah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Tingkat

Pendidikan Sampai dengan Bulan Desember 2020

Tingkat Pendidikan
Jumlah
SD SMP SMA D3 S1 S2
1 1 27 9 38
TABEL 2.2
Jumiah Pegawai Inspektorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Jenis Kelamin S/D
Bulan Desember 2020
Jenis Kelamin
Jumlah
Laki-laki Perempuan
20 18 38

TABEL 2.3

Jumlah Pegawai [nspekiorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Golongan Sampai

dengan Bulan Desember 2020

Golongan Golongan

Golongan | il Golongan I v

Al B| C| DyA|l B|] C DIA|[B | C D B |C
0[O0y 0] O)1] Of0O 0164 | N 5 6|0
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TABEL 24

Jumlah Pegawai Inspekiorat Kabupaten Kediri Berdasarkan Jabatan Sampai dengan

Bulan Desember 2020
Jabatan
Jumlah
Eselon PFA P2UPD Staf
11! \ Adm Teknis
1 3 3 18 1 12 0 38
TABEL 2.5
Jumiah Pejabat Fungsional Auditor Inspektorat Kabupaten Kediri Sampai dengan Bulan
Desember 2020
Penyesuaian Penyebutan sesuai Golongan
Jumlah
No
Permenpan Nomor 17/ KEP/m.pan/4/2002 (Ruang)
PFA
Jenjang Auditor
Auditor Madya Va s/d Ve 4]
2. Auditor Muda lllc s/d 1lid 5
3. Auditor Pertama illa sfd lllb 7

Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum
ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumiah obyek pemeriksaan yang ditangani.
Kedepannya diusulkan jumlah pegawai yang ideal untuk lingkungan Inspektorat Kabupaten Kediri
adalah sebagai berikut:
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TABEL 2.6

‘
!
‘
H
I

Jumlah Pejabat Fungsional Inspektorat '
Kabupaten Kediri sampai dengan bulan Desember 2020

Jumlah Pegawai Jumlah Pegawali Jumlah Pegawaf
No. | berdasarkan Jabatan
Fungsional (Desember 2020) yang ideal
1 PFA 18 52
2 P2UPD 1 12

m
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LAMPIKAN : PERATUR/Z

NOMOR : 391
TANGAL : 9 -
BAGAN ORGANISASI
INSPEKTORAT
INSPEKT ';
SEKRETARIAT
KELOMPOK

JABATAN SUB BAGIAN SUB Sl
FUNGSIONAL UMUM DAN BAGIAN PE
KEPEGAWAIAN KEUANGAN ]

INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKTUR INSPEKT

PEMBANTU I PEMBANTU II PEMBANTU III PEMBANT
JABATAN JABATAN JABATAN - --- - JABAT-

FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIONAL FUNGSIC

PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAWASAN PENGAW

(AUDITOR & P2UPD) (AUDITOR & P2UPD) (AUDITOR & P2UPD) (AUDITOR &

%

LKjI®PInspektorat 2020

13



'
i
i

1.3.  ISU-ISU STRATEGIS
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya Inspektorat menghadapi beberapa
permasalahan yaitu :

a.

Penentuan target dan kinerja sasaran pengawasan belum dilakukan secara
komprehensif;

b.  Kualitas-dan kuantitas SDM yang belum memadai;
C.
d
e

Masih lemahnya koordinasi antar APIP dan Instansi terkait lainnya;

. Mandat yang diterima Inspektorat belum seluruhnya ditindaklanjuti;
. Belum optimainya sarana dan prasarana pendukung program pengawasan.

Dari beberapa permasalahan diatas maka dapat ditenfukan isu-isu penting dalam
penyelenggaraan tugas dan fungsi inspektorat sebagai berikut :

a.

Perlunya dukungan stakeholder terkait terhadap peran Inspektorat dalam upaya
memperoleh Opini WTP Pemerintah Kabupaten Kediri;

Masih lemahnya SPIP di SKPD Pemerintah Kabupaten Kediri;

c. Tingginya tuntutan penerapan prinsip-prinsip tata kelota pemerintahan yang baik:
d. Pergeseran paradigma pengawasan APIP dari Watchdog menjadi Quality Assurance

dan Consulting Partner memerlukan komitmen semua pihak terkait Dualisma pembinaan
sistem pengawasan di Jajaran Inspektorat Daerah { Auditor yang berada di bawah
naungan BPKP dan P2UPD yang berada di bawah Kementerian Dalam Negeri)

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2020

disusun dengan sistematika penufisan sebagai berikut:
BABI  PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang yang terdiri dari uraian singkat latar belakang
tentang perlunya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Landasan Hukum, Maksud
dan Tujuan penyusunan LKjIP, Gambaran Inspektorat dan Sistematika penulisan.

BABIl PERENCANAAN KINERJA

Bab ini menjelaskan secara ringkas dokumen perencanaan yang menjadi dasar
pelaksanaan program,-kegiatan dan anggaran yang meliputi Rencana Strategis
Dan Perjanjian Kinerja Inspektorat dalam jangka waktu satu tahun.

BABIV  AKUNTABILITAS KINERJA

Bab ini memuat rumusan capaian kinerja terhadap perwujudan dan pelaksanaan
Tujuan dan Sasaran Inspektorat Jangka wakfu satu tahun.

BABV  PENUTUP

%.
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Balyll
BERENGANRAN HINERIA

21 RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT

Proses Reformasi Birokrasi di dalam prakteknya temyata tidak terlepas dari situasi
dan kondisi serta dampak dari lingkungan strategis, akibatnya terjadi interaksi dari berbagai
unsur seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan.

Dampak dari lingkungan strategis tersebut dapat menumbuhkan situasi dan kondisi
yang sangat kompleks, dapat memberikan pengaruh positif tetapi juga pengaruh negatif, yang
memunculkan berbagai isu-isu, permasalahan-permasalahan dan juga berbagai kendala di
dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu diantaranya yang sangat menonjol
adalah meningkatkan kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara
yang membawa konsekuensi semakin kuatnya pengawasan masyarakat dan tuntutan publik
atas akuntabilitas serta transparansi penyelenggaraan pemerintahan.

Untuk itu berdasarkan VISI Bupati Kediri, yakni :

“Terwujudnya Ketahanan Pangan bagi masyarakat Kabupaten Kediri yang
Religius, Cerdas, Sehat, Sejahtera, Kreatif, dan Berkeadilan, yang didukung oleh
Aparatur Pemerintah yang Profesional.” dengan MIS| KESEBELAS yaitu: “Mewujudkan
aparatur pemerintah yang profesional dan melanjutkan reformasi birokrasi” merupakan
komitmen Bupati Kediri dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Kediri yang
profesional, akuntabel dan transparan. Komitmen ini merupakan amanat sekaligus tantangan
bagi Inspektorat untuk mencurahkan segala daya dan upaya untuk mendukung komitmen
Bupati Kediri.

Sejalan dengan tujuan Bupati Kediri pada RPJMD 2016-2021, yaitu menciptakan tata
kelola penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan sasaran yang ingin dicapai yaitu
meningkatnya Pengawasan dan Akuntabilitas  Penyelenggaraan pemerintahan maka
Inspektorat Kabupaten Kediri ingin berperan aktif dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang
ingin dicapai tersebut, yang tercermin dalam Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri
2016-2021.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Kediri adalah :

“MENINGKATNYA PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN”
Dengan indikator tujuan : Opini BPK “ WTP” dan Nilai SAKIP “B”

Sasaran yang harus dicapai Inspektorat yakni :

e e e s S T e ey
LKjIPInspektorat 2020 15



“ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, pengelolaan keu:angan dan aset pada
Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.”

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Pemerintah Kabupaten Kediri Tahun 2016 ~ 2021, telah ditetapkan Indikator Kinerja Daerah
yang bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi
dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dari sisi keberhasilan penyelenggaraan
pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukan dari akumulasi
pencapaian indikator oufcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator
capaian yang bersifat mandiri sefiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir
periode RPJMD dapat dicapai.

Mengingat RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2016 ~ 2021 telah menetapkan salah satu
prioritas pembangunannya yakni “Perwujudan Aparatur Pemerintah yang profesional” dengan
Sasaran "Meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan ©,
maka tentunya penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Kediri 2016-2021 harus
turut memperhatikan dan menyelaraskan terhadap RPJMD Kabupaten Kediri tersebut.

Hal yang patut dicermati adalah kontrol terhadap Kinerja penyelenggaraan pemerintah
daerah pada SKPD, khususnya pengelolaan keuangan daerah yang sesuai dengan Sistem
Akuntansi Pemerintah. Jika terdapat kendala yang dialami oleh SKPD dimaksud, maka
sedapat mungkin Inspektorat Kabupaten Kediri turut berpartisipasi aktif agar kendala yang
dihadapi dapat tertangani dan pada akhimya tujuan yang hendak dicapai dapat diperoleh.

Sesuai dengan Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana yang telah
dikonsultasikan ke Biro Organisasi Provinsi sehingga ada kesinambungan antara indikator
yang terdapat dafam RPjMD dan di Rencana Strategis Inspektorat. Berikut Rencana Kerja
Inspekiorat tahun 2020 sebagaimana yang tercantum dalam tabel 2.1.

Tabel. 2.1 Rencana Kerja Tahunan 2020

INDIKATOR SASARAN
NO INDIKATOR KINERJA
TUJUAN TUJUAN STRATEGIS TARGET
(1) (2) 2) (3) (4)
1. Meningkatnya Pemerintah Meningkatnya | A. % Perangkat Daerah | 94%
pengawasan dan | Daerah akuntabilitas yang mendapat nilai
akuntabilitas mendapat nilai | kinerja, evaluast atas
penyelenggaraan | atas pengelolaan implementasi SAKIP
pemerintahan Implementasi keuangan dan minimal “B”
SAKIP minimal | aset pada | B. % Pengaduan 98%
dengan kategori | Perangkat Masyarakat yang

e —
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IIB)J

ditindaklanjuti

Daerah di
lingkungan . % Laporan
Pemerintah Keuangan pada
Kabupaten Perangkat Daerah
Kediri sesuai SAP
D. % temuan hasil
pengawasan yang
selesai
ditindaklanjuti
E. Tingkat Kapabilitas
APIP

100 %

98%

Level 3

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2020
Dalam penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan Peraturan Bupati Kediri Nomor

39 Tahun 2016, Inspektorat Kabupaten Kediri memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan
pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan

alas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten dan pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah kabupaten. Maka dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang
tercantum dalam Rencana Strategis, Inspektorat menetapkan Perjanjian Kinerja dalam setiap

tahunnya.

Berikut Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2020 sebagaimana
yang tertuang dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri Tahun 2020
Tabel. 2.1 Perjanfian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri

NO SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA TARGET
(1) (2) (3) (4)
1. Meningkatnya akuntabilitas  kinerja, . % Perangkat Daerah yang mendapat 94%
pengelolaan keuangan dan aset pada nitai evaluasi atas implementasi SAKIP
Perangkat Daerah di lingkungan minimal “B”
Pemerintah Kabupaten Kediri . % Pengaduan Masyarakat yang 98%
ditindaklanjuti
. % Laporan Keuangan pada Perangkat | 100%
Daerah sesuai SAP
. % temuan hasil pengawasan yang 98%
selesai ditindaklanjuti
. Tingkat Kapabilitas APIP Level 3

%
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PROGRAM ANGGARAN

1. | Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp 1.272.532.012,00

2, | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur | Rp 149.040.000,00
3. | Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan | Rp

Capaian Kinerja dan Keuangan 266.398.000,00

4. | Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Rp 826.756.,250,00

Keuangan Daerah

5. | Program Peningkatan sistem Pengawasan Internal dan | Rp 4.133.512.046,00
Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6. | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Rp 876.900.000,00
Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

7. | Program Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai Rp 672.637.914,00
Dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang
Baik

JUMLAH Rp 8.196.776.222,00

Berdasarkan tabel diatas, maka ditindaklanjuti dengan beberapa program dan kegiatan yang
dilaksanakan Inspektorat sesuai anggaran 2019.

Jumlah Target Anggaran Tahun 2020 Rp 8.196.776,222,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2020 Rp 6.091.450.846,00

Tingkat Efesiensi Anggaran Rp8.196.776.222,00 - Rp6.091.450.846,00 = Rp2.105.325.376,00
dengan penyerapan sebesar 74,32% dari Belanja Langsung.

b . __ . ]
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ARUNTABIVITAS KINERIA

Akuntabilitas kinerja Inspektorat merupakan perwujudan kewajiban Inspektorat Kabupaten Kediri
untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegiatan pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Inspektorat Tahun 2020
tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai
dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

3.1.  Capaian Kinerja Organisasi ( Inspektorat)

Mengukur kinerja adalah menghitung kuantitas dan kualitas keluaran (outpuf) dan
atau hasil (outcome) kegiatan/program yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya,
Indikator keluaran (output) dan atau hasil (outcome) yang diukur berdasarkan indikator yang
telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja sesuai ketentuan.

Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara
realisasi kinerja dengan farget kinerja pada dokumen perjanjian kinerja. Pada tahun
Anggaran 2020 ( APBD 2020), Inspektorat telah melaksanakan berbagai kegiatan srategis
untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dengan jumlah sasaran yakni satu
(1) Sasaran Strategis.

Penilaian capaian kinerja menggunakan rumus :
Apabila semakin tinggi realisasi akan menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin
rendahnya realisasi akan menunjukkan semakin rendahnya kinerja, dengan menggunakan

rumus :
Capaian Kinerja = Jumlah nilai kinerja semua indikator ~ x 100%.
Per Sasaran Jumlah indikator kinerja sasaran
Penyerapan anggaran = Realisasi Anggaran x 100%
Persasaran Alokasi Anggaran

Tingkat Efisiensi=Capaian Kinerja persasaran-penyerapan anggaran per sasaran
Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri sesuai dengan pengukuran kinerja
tahun 2020 disajikan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini,
antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu . sehingga mampu
memberikan gambaran efektifitas dan efisiensi pencapaian target kinerja.
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3.1.2. Sasaran :

Sasaran adalah rumusan capaian hasil yang ingin diperoleh secara spesifik,
terukur dan terarah dalam kurun waktu lima tahun yang akan dilaksanakan untuk
mewujudkan tujuan.

Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, dan untuk mendukung misi Bupati
terpilih,maka ditetapkan Sasaran Inspektorat Kabupaten Kediri sebagai berikut :

“ Meningkatnya Akuntabilitas kinerja, pengelolaan keuangan dan aset pada
Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Adapun Indikator Sasaran tersebut diatas meliputi:

1. % Perangkat Daerah yang mendapat nilai evaluasi atas implementasi SAKIP minimal “B”
2. Tingkat kapabilitas APIP menuju level 4

3. % Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah yang sesuai SAP

4. % pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti;

9. % temuan hasil pengawasan yang selesai ditindaklanjuti;

Dengan mengacu kepada peraturan perundangan yang berlaku, kegiatan utama
dan consulting dilaksanakan dengan mandat pengawasan yang efektif, tidak mencari-cari
kesalahan, dan tidak menghukum diperiukan unfuk mewujudkan tata kelola pemerintahan
yang baik di Kabupaten Kediri. Luasnya mandat yang dimiliki sekarang ini membawa
implikasi terhadap pergeseran peran Inspektorat, pengawasan yang dulu semata-mata
mengedepankan watchdog sekarang APIP menjadi bagian (katalis) dengan mitra audit.

Sebagai mitra audit inspektorat harus lebih fokus kepada mitra dan sefiap
pelaksanaan pemeriksaan dapat memberikan solusi masalah secara konstruktif kepada
mitra audit sehingga laporan hasil pemeriksaan dapat berhasil guna dan berdaya guna tidak
saja kepada user (mitra) tetapi juga kepada stakeholder lainnya (Bupati/Walikota/APIP
lainnya). Jika peran ini dapat dilaksanakan dengan baik, Inspekiorat selaku prime mover
mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Kabupaten Kediri dapat tercapai.

Selain itu, sebagai bagian dari tugas dan fungsi yang melekat pada Inspektorat
Kabupaten Kediri, yaitu melakukan pengawasan dan pembinaan, pendampingan terhadap
pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan desa, melaksanakan pemeriksaan
penanganan kasus di daerah, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan dsb.

m
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TABEL3.1

Pencapaian Kinerja Sasaran inspektorat Kabupaten Kediri 2019

INDIKATOR

TARGET REALISASI
TUJUAN TUJUAN SASARAN INDIKATOR SASARAN 2020 2020 % CAPAIAN
Meningkatnya Pemerintah Daerah | 1. Meningkatnya 1. % Laporan Keuangan pada 100% 100% 100%
pengawasan dan | mendapat nilai atas akuntabilitas Perangkat Daerah sesuai SAP 63LHP | 63LHP
akuntabilitas implementasi  SAKIP kinera,
penyelenggaraan minimal dengan kategort pengelolaan
smerintahan ag e keuangan dan 2. % pengaduan masyarakat yang | 98 % 95,92% 97,88%
P aset pada ditindaklanjuti 50LHP | 47LHP
Perangkat
I?nzekrl?r?gﬂn 3. % temuan hasil pengawasan yang |  98% 79,89% 81,52%
Pomerintah selesai ditindaklanjuti (APIP dan | 600 262
temuan
Kabupaten BPK) temuan
Kediri
1. % Perangkat Daerah yang 94% 100% 106,38%
mendapat nilai evaluasi atas 63 SKPD
implementasi SAKIP minimal B
2. Tingkat Kapabilitas APIP Level 3 Level 3 Level 3

.21
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Program pengawasan yang dilaksanakan untuk mencapai visi Inspektorat Kabupaten Kediri
sebagai berikut:
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan;
Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota;
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH;
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan Internal Pemerintah;

' 7. Program peningkatan Kualitas pemerintah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola
pemerintahan yang baik

L

3.1.3 Kegiatan dan Kelompok Sasaran
Sedangkan kegiatan dan kelompok sasaran untuk melaksanakan program diatas, sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :
a. Kegiatan Pelaksanaan Administrasi Perkantoran;
b. Kegiatan Koordinasi dan Konsuitasi Kelembagaan.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur;
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan Dokumen Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD;
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah
a. Asistensi dan Evaluasi RKA SKPD
9. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan
KDH
a. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala;
b. Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan pemerintah daerah;
c. Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif ;
d. Pelaksanaan audit investigasi dan probity audit/audit pengadaan barang dan jasa;
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
a. Peningkatan Kapabilitas APIP dan SDM Aparatur [nspekforat;

m
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7. Program Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai dengan priﬁsip—prinsip tata kelola

pemerintahan yang baik
a. Reformasi Birokrasi

b. Pelaksanaan Sapu Bersih Pungutan Liar.

3.2. Realisast Anggaran dan Capaian Kinerja

Pendanaan indikatif Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2020 dan Perubahannya
berpedoman pada pagu indikatif pembiayaan yang tertuang di dalam APBD Kabupaten Kediri

Tahun Anggaran 2020 dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Berikut alokasi anggaran Inspektorat selama tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 3. REALISASI PER PROGRAM

NO PROGRAM INDIKATOR TARGET TAHUN | REALISASI TAHUN | CAPAIAN
KINERJA 2020 2020 (%)
(1) (2) (3) (4) (9) (8)
1 | Program pelayanan Cakupan 1.272.532.012,00 862.270.859,00 | 67,76
Administrasi per- | Layanan Kantor
kantoran
2 | Program peningkatan | Cakupan Sarana 149.040.000,00 127.782.712,00 | 85,74
saranadan prasarana | dan Prasarana
aparatur Kantor
3 | Program peningkatan | Capaian Pe- 266.398.000,00 79.620.000,00 | 29,89
pengembangan laporan  tepat
sistem pelaporan waktu Pelaporan
capaian kinerja dan tepat waktu
Keuangan
4 % laporan §25.756.250,00 436.521.010,00 | 52,86
Program  pembinaan | keuangan pada
dan fasilitasi penge- | perangakat
lolaan keuangan | daerah sesuai
daerah SAP
9 | Program Peningkatan | 1.% Pengaduan 4,133.512.046,00 | 3.246.777.851,00 | 78,55
Sistem  Pengawasan | masyarakat
Internal dan | yang
pengendalian ditindaklanjuti
pelaksanaan kebijakan | 2.% temuan hasil
KDH pengawasan
. yang selesai
ditindaklanjuti

. - e
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6 | Program Peningkatan | Tingkat 876.900.000,00 776.240.500,00 | 88,52
profesionalisme tenaga | kapabilitas APIP
pemeriksa dan
aparatur pengawasan
7 | Program peningkatan | % Perangkat 672.637.914,00 562.237.914,00 | 83,59
Kualitas Pemerintah daerah yang
yang sesuai dengan mendapat nilai
prinsip-prinsip tatake- | evaluasi atas
lola pemerintahan implementasi
yang baik SAKIP  minimal
ug
TOTAL 8.196.776.222,00 |  6.091.450.846,00 [ 74,32
Tabel 3.4
REKAPITULASI KEGIATAN PENGAWASAN / PEMERIKSAAN TAHUN 2020
NO URAIAN JUMLAH
1 | Reviu LKPD 1 LHR
2 | ReviuLPPD LHR
3 | Reviu RKA Perubahan 2020 38 LHR
4 | Reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2021 1 LHR
Reviu Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Prioritas Plafon Anggaran 1 LHR
5 | Sementara (PPAS) Tahun 2021
Reviu Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) Prioritas 1 LHR
6 | Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun 2020
7 | Reviu RKA Tahun Anggaran 2021 1 LHR
8 { Reviu Dana Alokasi Khusus 14 LHP
9 | Reviu LkjlP/Sakip Kabupaten 1 LHR
10 | Reviu ASB dan SSH 2 LHR
Reviu pengadaan barang dan jasa dalam rangka penanganan COVID- 20 LHR
11 | 19 Tahun Anggaran 2020
* | Audit Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 19 LHA
12
13 | Monitoring dan Evaluasi Belanja Langsung / GU 22 LHM
14 | Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik LHM
15 | Audit Hibah Bantuan Sosial 14 LHA
16 | Audit Khusus Barang Milik Dagrah dan Kas Opname 4 LHA
. Pemeriksaan Pengelolaan Perpajakan 8 | HP
18_| Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi SKPD 8 LHM
Monitoring dan Evaluasi Penyaluran Bantuan Beras Kepada Warga
.| Terdampak COVID-19 4 LHM
19

%
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20 | Evaluasi Zona Integritas (zi) menuju WBK/WBBM 4 LHE
21 | Evaluasi SAKIP pada SKPD 63 LHE
22 | Evaluasi Sistem Pengendalian Intem Pemerintah (SPIP) 20 LHE
23 | Audit Investigasi 2 LHA
24 | Audit Kinerja 7 LHA
25 | Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara 3 LHA
26 | Audit Ketaatan Pengelolaan Keuangan Tahun anggaran 2019 6 LHA
27 | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK 2 LHM
28 | Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP 5 LHM
29 | Monitoring Tindak Lanjut MCP 1 LHM
30 | Probity Audit Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa 1 LHA
31 | Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi Kabupaten Kediri Tahun 2020 1 LHP
* 32 | Audit Tujuan Tertentu 12 LHA
JUMLAH TOTAL LHP 325 LHA/LHM/LHR/LHE

PENYELESAIAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT ( KASUS ) TAHUN 2020

NO | URAIAN PERMASALAHAN /KASUS | JUMLAH LHP KET
1. | Perceraian PNS 1 Kasus tahun 2019
2, | Perceraian PNS 21 Kasus tahun 2020
2. | Penyalah gunaan Wewenang 5 Kasus tahun 2020
'3. Pemberhentian Kepala Dusun 1 Kasus tahun 2020
5. | Pelayanan Publik 3 Kasus tahun 2020
‘6. | Indisipliner PNS 1 Kasus tahun 2019
I. indisipliner PNS 4 Kasus tahun 2020
7 Pengelolaan Keuangan Desa 4 Kasus tahun 2020
8. | Pensertifikatan Tanah 4 Kasus tahun 2020
10 | Lain-lain 5 Kasus tahun 2020
JUMLAH 49

h
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PENYELESAIAN /MONITORING EVALUASI TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN TAHUN 2020

NO HASIL PEMERIKSAAN JUMLAH TINDAK LANJUT
REKOMENDASI
1. | Pemeriksaan BPK Semester || 213 Sudah Sesuai Rekomendasi 171
tahun 2019 rekomendasi | Diusulkan 18 rekomendasi, 24
belum sesuai
2. | Pemeriksaan reguler Pengelolaan 140 115 temuan, 140 rekomendasi,
Keuangan Daerah dan Dana BOS, | rekomendasi | 111 selesai, 27 Befum, 2 Dalam
investigasi, BMD dll sejumlah 46 proses.
LHP
3 | Kasus sejumlah 49 LHP 46 LHP  sudah selesai
ditindaklanjuti
Dalam proses penyelesaian 3 LHP

“—
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41 SIMPULAN
Pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Kediri dari satu Sasaran Strategis dengan 5 (lima)
indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Inspektorat Kabupaten Kediri
Tahun 2020, menunjukkan tingkat keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :
a. Capaian 75% s/d 100% = 5 (lima) indikator
b. Capaian 45 % s/d 75% = 0 indikator
Sedangkan pembiayaan program/kegiatan dari APBD Kabupaten Kediri Tahun 2020 dengan

anggaran Rp8.196.776.222,00 dengan penyerapan sebesar 74,32% dari Belanja Langsung
(Rp6.091.450.846,00)

42 SARAN

Guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Kedin,

mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaaan urusan pemerintahan di

daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa, ada beberapa hal

yang perlu dilakukan secara umum antara lain :

a. Meningkatkan intensitas pembinaan adminstrasi pelaksanaan tugas kepada SKPD melalui
Sosialisasi, pembinaan, asistensi dan pendampingan penyusunan RKA, RKPD dan laporan
keuangan , E-SAKIP, E Planning;

b. Meningkatkan tindak lanjut hasil temuan pengawasan;

¢. Mengoptimalkan pelaksanaan monitoring laporan hasil pemeriksaan dan Rapat Koordinasi
Pengawasan;

d. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia khususnya auditor untuk senantiasa mengikufi
diklat/bimtek yang berkaitan dengan pengawasan

e. Meningkatkan kapabilitas APIP dengan memberdayakan sumber daya yang ada di inspektorat
secara menyeluruh, efektif dan efisien.

f. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.

PILINSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI

NONO SOEKARDI, SH.MM.
NIP.19680905 199302 1 001
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i PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan
jl dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  NONO SOEKARDI, S.H, M.M.
Jabatan : Pit. INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI
Il Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama - dr. Hj. HARYANTI SUTRISNO
Jabatan : BUPATI KEDIRI
| Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya
sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
il seperti yang telah ditetapkan dalam dokumentasi perencanaan. Keberhasilan dan [

I kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan f
| evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang |
il diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi

Kediri, 20 - 10 - 2020

PIHAK PERTAMA,
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- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

NO SASARANKEGIATAN | INDIKATORKINERJA | TARGET
1. | Meningkatnya  Akuntabilitas | 1. Jumiah Perangkal Daerah yang mendapal Nilai | LHE* N
Kineria Pengelolaan Keuangan |  Evaluasi atas implementasi SAKIP minimal “8" i
dan Aset pada Perangkat Daerah ; 2. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditindaklanjuti ! 50 LHP
di  Lingkungan  Pemerintah f 3. Temuan Hasil Pengawasan yang selesai |
- i ) ) | 750 Temuan
Kabupalen Kediri. ditindaklanjuti
{ 4. Jumiah Laporan Keuangan pada Perangkat Daerah |
1' | PUBEI  In Yeg | 635KPD
| j sesuai SAP -
| 5. Tingkat Kapabilitas APIP Level 3
-_—
NO KEGIATAN ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp. 1.272532.012,00
. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 149.040.000,00
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Rp 266.398.000,00
Keuangan
4. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Daerah Rp. 825.756.250,00
5. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Intemal dan Pengendalian Rp. 4.133.512.046,00
Pelaksanaan Kebijakan KDH
6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Rp. 876.900.000,00
Pengawasan
7. Program Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai dengan Prinsip-prinsip tala Rp. 672.637.914,00
kelola pemerintahan yang baik
JUMLAH Rp.  8.196.776.222,00

Kediri, 20- 10- 2020

PIHAK PERTAMA,
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PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIR!

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektf, transparan
§ dan skuntabel sera berorientasi pada hasil kami yang berlands tangan dibawah Ini

| Nama : NONO SOEKARDI, S.H, M.M

Jabatan : PIt INSPEKTUR KABUPATEN KEDIRI
Selanjutnya disebut Pihak Pertama,
Nama ¢ dr. Hj. HARYANTI SUTRISNO

| Jabatan : BUPATI KEDIRI

Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama benanji akan mewujudkan target kinerja yang scharusnya
sesuai lampiran penanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah
sepert yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperiukan seda akan melakukan [l
evaluasi terhadap capaian kineria dari peranjan i dan mengambil tindakan yang ff
diperiukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kedin,

s
#
—

: “HARYANTI SUTRISNO

Bt L Y a1




PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
INSPEKTORAT KABUPATEN KEDIRI

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET
[UN @ B ' 3 @
1. Meningkainya "1 Jumiah  Perangkat Daerah yang | 64 LHE
Akuntabiiitas  Kinerja mendapat Nilai Evaluas: atas
Pengelolaan Implementasi SAKIP minimal *B°
Keuangan dan Aset 2 Jumiah Pengaduan Masyarakat yang 45 LHP
pada Perangkat ditindaklanjut

Daerah di Lingkungan 3. Temuan Hasil Pengawasan yang selesai 235 Temuan
| Pemerintah Kabupaten ditindaklanjut:

Kedin 4 Jumiah  Laporan Keuangan pada 83 SKPD
Perangkal Daerah sesuai SAP
5 Tingkat Kapabilitas APIP Level 3
KEGIATAN ANGGARAN
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Rp.1.376 702.500,00
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Rp. 183.400.000.00
3 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Palaporan Rp. 178.037 500.00
Capaian Kinerja dan Keuangan
4 Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Rp 844 675.000.00
Daerah
5  Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Rp 4.830.731.000,00

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

6  Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemenksa Rp.1.358.000 000,00
dan Aparatur Pengawasan

7. Program Peningkatan Kualitas Pemerintah sesuai dengan Rp.1.107.325.000,00
Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik

Jumlah Rp9.879.871.000,00
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